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Daniel Weibel
Manajer Program
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Kata Pengantar 1 - Swisscontact Indonesia

Pendidikan dan pelatihan vokasi (VET) mencakup aspek vokasi, yang 
berarti lebih dari sekadar pekerjaan. Hal ini melibatkan keterampilan, 
minat, dan tujuan seseorang dalam karier mereka. Vokasi tidak hanya 
menggunakan keterampilan, tetapi juga mendorong pengembangan 
pribadi dan kontribusi kepada masyarakat. Program magang siswa 
terstruktur adalah langkah awal menuju tujuan ini, memungkinkan siswa 
untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis dan bermakna dalam 
bidang karier pilihan mereka saat masih dalam pendidikan.

Karier profesional dan magang siswa yang bermanfaat saling berkaitan 
dalam banyak hal. Mereka menyediakan jalur untuk mengeksplorasi, 
belajar, beradaptasi, dan pada akhirnya unggul. Pengetahuan dan 
pengalaman yang diperoleh dalam pendidikan, dikombinasikan dengan 
magang, merupakan sumber daya yang tak ternilai untuk membentuk 
masa depan yang beragam.

Magang siswa adalah jembatan yang menghubungkan teori yang 
dipelajari di kelas dengan aplikasi praktis. Ini membuka mata siswa 
terhadap tantangan dunia nyata, kerja sama tim, dan pentingnya 
tanggung jawab. Magang memberikan kesempatan bagi siswa untuk 
menerapkan pembelajaran akademis ke dalam pengalaman kerja di 
dunia nyata, menciptakan perbedaan nyata antara pengetahuan teoretis 
dan kinerja industri.

Magang yang bermanfaat akan membangun kepercayaan diri, ketahanan, 
dan kemampuan beradaptasi siswa serta mempersiapkan mereka untuk 
masa depan. Jika kita berhasil melakukan ini, semua pihak yang terlibat 
akan mendapatkan keuntungan yang besar.
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Wulan Aprilianti Permatasari,
Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi lndustri
Badan Pengembangan Sumber Daya Industri
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kata Pengantar 2 - Kementerian Perindustrian

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga buku panduan Panduan Praktik Kerja lndustri 
Terstruktur ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai 
pedoman bagi SMK, Politeknik/Akademi Komunitas, dan pihak industri 
dalam melaksanakan program praktik kerja industri yang merupakan 
bagian integral dari pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang 
terampil, kompeten, dan siap bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, 
penting bagi siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 
langsung di lingkungan industri melalui program praktik kerja industri. 
Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman 
praktis tentang dunia kerja, tetapi juga untuk mengembangkan sikap 
profesional, etika kerja, dan keterampilan sosial yang diperlukan.

Buku panduan ini memuat informasi lengkap mengenai prosedur 
pelaksanaan praktik kerja industri, mulai dari persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan, hingga penyelesaian. Selain itu, buku ini juga menjelaskan 
peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, baik dari 
pihak unit pendidikan, industri, maupun siswa/mahasiswa.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih memiliki kekurangan 
dan perlu perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami 
sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk 
penyempurnaan buku ini. Akhir kata, kami berharap buku panduan ini 
dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat 
dalam program praktik kerja industri.
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1.	 Pedoman ini dimaksudkan sebagai “dokumen hidup.” Anda dapat menambahkan atau 

menyimpan dokumen baru Anda di lampiran yang sesuai.

2.	 Untuk Perusahaan:

a.	 Panduan ini memiliki kode numerik yang menunjukkan urutan langkah-langkah yang 

harus diikuti, misalnya (1; 2.1; 3.1.1, dll.).

b.	 Bacalah buku ini secara menyeluruh terlebih dahulu.

c.	 Jika perusahaan Anda memutuskan untuk membuat program magang terstruktur, ikuti 

panduan ini secara bertahap. 

d.	 Centang kotak setelah menyelesaikan setiap langkah.

3.	 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Perguruan Tinggi Vokasi:

a.	 Temukan ikon ini (        ). Panduan ini memiliki kode abjad yang menunjukkan urutan 

langkah yang harus diikuti, misalnya (A; B.1; C.1.1, dst.).

b.	 Bacalah buku ini secara menyeluruh terlebih dahulu.

c.	 Jika institusi Anda memutuskan untuk membuat magang terstruktur, ikuti panduan ini 

secara bertahap. 

d.	 Centang kotak setelah menyelesaikan setiap langkah.

4.	 Kotak berwarna (	        ) berisi informasi tambahan yang tersedia di internet. Anda juga 

dapat memindai kode QR yang tersedia untuk mengakses informasi tersebut.
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Pendahuluan

Dalam ekonomi global saat ini, perusahaan memerlukan tenaga kerja yang sangat terampil 

untuk tetap kompetitif. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan dan pelatihan vokasi (VET) 

menjadi kunci, karena pendidikan ini membekali individu dengan keterampilan praktis 

yang spesifik untuk industri. Berbeda dengan pendidikan tradisional, pelatihan vokasi lebih 

berfokus pada persiapan siswa untuk langsung memasuki dunia kerja, dengan memenuhi 

kebutuhan spesifik setiap sektor. Dengan mengutamakan VET ganda—yang melibatkan 

pembelajaran di sekolah dan pelatihan langsung di tempat kerja—serta pengembangan 

kurikulum bersama para profesional industri, pendidikan vokasi memastikan lulusannya siap 

kerja dan dapat berkontribusi secara efektif sejak hari pertama. Pendekatan ini, yang terbukti 

berhasil di negara seperti Swiss, tidak hanya mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil, 

tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan menawarkan jalur karier yang jelas 

bagi setiap individu. Melalui Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022, yang bertujuan untuk 

merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan 

komitmennya untuk meningkatkan VET dan daya saing, melalui inisiatif yang digerakkan 

oleh industri serta peningkatan keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. 

Pedoman ini, yang dikembangkan bersama perwakilan industri dari berbagai sektor, organisasi 

bisnis seperti KADIN, guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dosen Perguruan Tinggi 

Vokasi (PTV), dan pakar pelatihan, memberikan informasi penting bagi perusahaan dan 

sekolah untuk mengimplementasikan pelatihan vokasi ganda dalam sebuah kemitraan.

Agar panduan selaras dengan struktur Pelatihan Pelatih Tempat Kerja Kualifikasi Internasional 

Dasar (AdAIB), pedoman ini disusun dalam empat modul yang masing-masing disesuaikan 

dengan area kunci dalam bidang tindakan:

1.	 Persiapan

2.	 Perencanaan

3.	 Pelaksanaan

4.	 Penyelesaian

Sebagai hasilnya, pedoman ini dimulai dengan dari langkah pertama, yaitu ‘Persiapan’ 
pada Bab 1.
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Pengertian Pendidikan Vokasi Sistem Ganda

Pengertian Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk memiliki pekerjaan 
dengan keahlian terapan tertentu1. Dengan kata lain, pendidikan vokasi menyiapkan peserta 
didik untuk langsung masuk ke dunia kerja.

Dengan demikian, muatan kurikulum pendidikan vokasi harus mengacu pada kompetensi 
yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama 
dengan masyarakat profesi dan/atau organisasi profesi agar memenuhi syarat kompetensi profesi2.

Dunia industri pada umumnya lebih cepat berkembang dibandingkan dengan institusi 
pendidikan. Guna memenuhi tuntutan kompetensi di sektor industri ataupun masyarakat profesi 
dan/atau organisasi profesi, lembaga pendidikan vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) maupun Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) harus mampu mengimbangi geliat industri. 
Salah satunya, dengan senantiasa memutakhirkan kurikulum dan peralatan untuk mendukung 
kegiatan belajar mengajar. Perihal pemutakhiran kurikulum tersebut tentu menantang, bahkan 
masih sulit dicapai bagi sebagian besar SMK dan PTV di Indonesia.

Belajar dari pengalaman negara-negara industri maju seperti Swiss, Jerman, Austria, dan 
Liechtenstein yang menerapkan Pendidikan Vokasi Sistem Ganda (dVET), mereka melakukan 
kerja sama antara SMK maupun PTV dan industri untuk menyerap lulusan kampus.

Singkatnya, siswa didorong untuk belajar di dua tempat. Pertama, di SMK maupun PTV di 
mana siswa menuntut ilmu. Kedua, pembelajaran praktik di perusahaan.

Untuk bisa disebut sebagai Pendidikan Vokasi Sistem Ganda, siswa harus menghabiskan 
setidaknya 25%3 dari keseluruhan waktu studi mereka di perusahaan berupa Praktik Kerja 
Industri (Prakerin), atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik kerja tersebut disebut internship 
dalam bahasa Inggris. Di samping itu, kurikulum pendidikan vokasi harus disusun bersama 
antara SMK maupun PTV dan perusahaan dan/atau industri yang menjadi mitra.

Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Sistem Ganda, perusahaan 
turut serta menuntaskan kurikulum yang telah disepakati antara mitra industri dan SMK 
maupun PTV. Salah satunya, SMK dan PTV juga mengajarkan sebagian dari kompetensi 
belajar yang harus dikuasai siswa di perusahaan.

1UU Republik Indonesia no. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat 1
2Penjelasan atas UU Republik Indonesia no. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16 Ayat 1
3 Standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)



Pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Sistem Ganda di Indonesia

Di Indonesia, pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dVET) umumnya diterapkan 
menggunakan sistem blok. Dalam model ini, siswa menghabiskan semester awal untuk 
mempelajari materi teoretis dan dasar di sekolah. Pada semester berikutnya, mereka 
melaksanakan praktik kerja industri di perusahaan untuk menerapkan pengetahuan tersebut 
dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. 

Praktik kerja industri ini, yang dirancang untuk memenuhi persyaratan kurikulum dVET, 
disebut praktik kerja industri terstruktur. Ada delapan komponen yang harus dipenuhi untuk 
memastikan pelaksanaan yang tepat: 

1.	 Durasi: Minimal 6 bulan untuk memastikan pengembangan keterampilan yang efektif 
(idealnya hingga 12 atau 18 bulan). 

2.	 Pembimbing: Mentor perusahaan yang ditunjuk dan telah dilatih dalam pedagogi 
tempat kerja (idealnya bersertifikat EKONID atau BNSP). 

3.	 Perjanjian Kerja Sama Formal: Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan dan 
sekolah menengah kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi vokasi (PTV). 

4.	 Rencana Pelatihan: Rencana pelatihan di perusahaan yang terstruktur, mencakup 
bahan ajar dan alokasi waktu yang telah diselaraskan antara kebutuhan perusahaan 
dan kurikulum sekolah, untuk memastikan praktik kerja industri memberikan kompetensi 
yang relevan dengan kebutuhan industri. 

5.	 Kontrak: Kontrak praktik kerja industri yang jelas, yang menguraikan peran, tanggung 
jawab, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Jika peserta praktik kerja industri berusia 
di bawah 18 tahun, kontrak ini juga harus disahkan oleh wali sah dan institusi pendidikan 
terkait. 

6.	 Modul/Bahan Pelatihan: Kompilasi dokumen penting perusahaan seperti SOP 
(Standard Operating Procedures) dan pedoman kerja untuk mendukung proses 
pembelajaran. 

7.	 Buku Log: Catatan perkembangan peserta prakerin, untuk memastikan akuntabilitas 
dan kemajuan pembelajaran. 

8.	 Sertifikat: Setidaknya sertifikat internal yang mengakui kompetensi yang telah dicapai 
oleh peserta prakerin. 

Pendahuluan
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Keuntungan Pendidikan Vokasi Sistem Ganda

Secara umum, di negara-negara yang menerapkan Pendidikan Vokasi Sistem Ganda, angka 
pengangguran usia muda cukup rendah. Di samping itu, terdapat keuntungan lain yang bisa 
dirasakan secara langsung oleh para pelaku Pendidikan Vokasi Sistem Ganda, antara lain:

Bagi Perusahaan:
1.	 Perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri.
2.	 Mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru.

Bagi SMK maupun PTV:
1.	 Dapat mengikuti perkembangan dunia industri tanpa banyak berinvestasi dalam peralatan 

dan perlengkapan.
2.	Keterserapan lulusan pada industri sangat baik.

Bagi siswa:
1.	 Peluang yang lebih baik di pasar tenaga kerja
2.	Memiliki kompetensi yang diakui di dunia kerja
3.	Masa studi lebih efisien karena kurikulum sudah memiliki keterkaitan dan keterpadanan 

(link and match) dengan dunia industri.
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Manpower
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Menentukan  & Job Description
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Laporan
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Presentasi

Melakukan evaluasi sumatif bersama-sama
(Presentasi Hasil/laporan Prakerin)
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Description dengan capaian pembelajaran

Membuat MoU/PKS

Menentukan capaian pembelajaran

Mencari perusahaan yang sesuai

Menyusun RPV

Menyusun materi

Syarat-syarat peserta Prakerin

Menyusun jadwal Prakerin untuk 
mahasiswa

Persiapan rekrutmen

SK & Jadwal
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Melakukan koordinas internal di perusahaan

Persiapan onboarding
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mahasiswa

Pembekalan terutama softskill
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perusahaan, dan Suket Kerja) magang 
sesuai prestasi mahasiswa

Memberikan nilai Prakerin sesuai 
prestasi mahasiswa

Melakukan monitoring secara 
berkala ke perusahaan

Melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap perkembangan 

Prakerin Mahasiswa

Brosur
Rekrutmen

Kontrak Prakerin

Melakukan rekrutmen peserta Prakerin di PT Vokasi

Membuat kontrak Prakerin dilampiri hasil sinkronisasi capaian pembelajaran 
untuk jabatan kerja di perusahaan

Mengis survey kepuasan yang dikirim PTV Mengirimkan survey kepuasan 
ke perusahaan dan mahasiswa

Melakukan perbaikan dari hasil survey untuk 
persiiapan angkatan berikutnya

Menindak-lanjuti hasil survey 
yang dikirim ke perusahaan dan 

mahasiswa

Rencana perbaikan 
rencana pelaksanaan 
angkatan berikutnya
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1.	 Persiapan

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan mengenai Program Pemagangan. Beberapa di 
antaranya, peraturan penyelenggaraan prakerin bagi siswa SMK maupun mahasiswa PTV, 
peraturan untuk penyelenggaraan prakerin bagi SMK maupun PTV, dan Program Pemagangan 
Dalam Negeri untuk pencari kerja.

Selain itu, perlu diperhatikan pula peraturan-peraturan khusus yang mengatur mengenai 
ketenagakerjaan, seperti: usia peserta, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, bekerja 
pada lingkungan berbahaya, bekerja dengan bahan berbahaya, dan lain sebagainya.

Perusahaan dapat melindungi peserta prakerin dengan mengedukasi calon peserta untuk 
mengikuti program Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS)-Ketenagakerjaan untuk golongan 
Bukan Penerima Upah (BPU). Untuk selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan oleh 
perusahaan.

1.1.	 Memeriksa Kesiapan dan Kelengkapan Perusahaan 
Sebelum Menyelenggarakan Prakerin

1.1.1.	 Perusahaan Memahami Peraturan Mengenai 
Program Pemagangan 

Sebelum membuka program prakerin, penting bagi perusahaan melakukan asesmen mandiri 
guna mengukur kemampuan apakah perusahaan dapat menyelenggarakan program prakerin 
dengan baik.

Kriteria perusahaan sehingga layak untuk menyelenggarakan prakerin, di antaranya, tetapi 
tidak terbatas pada:

Risalah singkat mengenai peraturan prakerin dapat dibaca pada Lampiran 1–Peraturan Prakerin di Indonesia

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur 9
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Pelatih tempat kerja (PTK) merupakan ujung tombak kesuksesan program prakerin. Hal ini 
mengingat fungsi seorang PTK yakni sebagai berikut:

a.	 Menyusun rencana pelatihan vokasi
b.	 Mengoordinasikan penerapan materi dan waktu dari isi pelatihan vokasi
c.	 Memilih calon pemagang
d.	 Sebagai penanggung jawab di perusahaan (perwakilan pemagang dan pelatihan vokasi)
e.	 Mengawasi dan menerapkan pelatihan vokasi di perusahaan
f.	 Menyusun alur pelaksanaan pelatihan vokasi di perusahaan
g.	 Persiapan ujian

1.1.2.	 Perusahaan Memiliki Pelatih Tempat Kerja (PTK) yang Kompeten 
sebagai Pelaksana Program Prakerin 

Seorang PTK sebaiknya memiliki sertifikat kompetensi. Sebelum memulai program prakerin, 
perusahaan menugaskan karyawan untuk mengikuti pelatihan PTK yang rutin diselenggarakan 
oleh beberapa penyedia layanan pelatihan (training provider) yang ada di Indonesia. 
Beberapa di antaranya adalah sertifikasi Nasional (BNSP) dan sertifikasi Pelatih Tempat Kerja 
Internasional (AdAIB) dari Jerman.

Skema sertifikasi pelatih tempat kerja dan daftar penyedia layanan pelatihan dapat dilihat di Lampiran 
2–Sertifikasi Pelatih Tempat Kerja

1.	 Persiapan

Pelatih tempat 
kerja antara lain 

meruupakan

Pembagi pengalaman 
kerja dan pengajar tata 
krama di perusahaan

Kontak person bagi 
pihak eksternal dan 
internal yang terlibat

Pengajar isi 
pelajaran

Penghubung antara 
pemagan dan manajemen 

atau kepala divisi

Konsultan dalam 
permasalahan pelajaran 

dan bidang teknis

Contoh teladan Atasan

Pengembang 
kepribadian
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1.	 Persiapan

Selain bertanggung jawab memberikan materi pelatihan vokasi demi memenuhi capaian 
pembelajaran yang telah disepakati kedua belah pihak, perusahaan juga harus memiliki 
sarana dan prasarana memadai seperti, tetapi tidak terbatas pada, di bawah ini:

a.	 Sarana keselamatan dan kesehatan kerja untuk para peserta prakerin.
b.	 Tempat belajar yang tenang dan kondusif untuk menyampaikan teori kepada peserta.
c.	 Lokasi tempat kerja dan peraturan waktu istirahat.
d.	 Peralatan kerja yang juga dapat digunakan oleh peserta prakerin.
e.	 Proses-proses kerja tertentu yang ideal untuk menunjang pembelajaran.

Apabila terdapat bagian dari capaian pembelajaran atau kompetensi yang tidak dapat diajarkan 
di perusahaan, perusahaan sebaiknya mencarikan tempat belajar alternatif untuk memenuhi 
capaian pembelajaran tersebut. Salah satu contohnya adalah menempatkan peserta prakerin 
di perusahaan lain yang menjadi rekanan perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat bekerja 
sama dengan penyelenggara pelatihan vokasi lainnya, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang 
dikelola Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Balai Diklat Industri (BDI) yang 
dikelola Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maupun penyelenggara pelatihan 
vokasi swasta seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Perusahaan tetap bertanggung jawab secara penuh apabila menempatkan peserta prakerin 
di institusi lain.

1.1.3.	 Perusahaan Memiliki Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Perlengkapan) 
yang Memadai dan Dapat Digunakan Selama Penyelenggaraan Prakerin 

Untuk membantu perusahaan dalam memeriksa kelayakan secara mandiri, tersedia formulir asesmen yang 
dapat dilihat pada Lampiran 3–Formulir Asesmen Mandiri Kelayakan Perusahaan.
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A.1.	 Menentukan Capaian Pembelajaran

Sekolah atau Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) perlu memeriksa apakah capaian pembelajaran 
sudah sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan industri. Hal ini sangat penting 
mengingat pendidikan dan pelatihan vokasi bertujuan mengisi kebutuhan tenaga kerja industri.

Capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri tentu harus ditunjang dengan 
kurikulum yang mengacu pada standar-standar kompetensi industri. Untuk itu, sekolah vokasi 
dapat mengacu pada Peta Okupasi Nasional yang telah dirancang oleh Bappenas. Dalam 
Peta Okupasi Nasional, telah tersedia kompetensi-kompetensi kerja yang wajib dimiliki oleh 
tenaga kerja. 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat digunakan sebagai acuan 
normatif. Jika perusahaan belum memiliki Peta Okupasi Nasional dan SKKNI, maka 
perusahaan dapat merujuk pada acuan lain yang telah mendapatkan pengakuan seperti 
Standar Kompetensi Khusus (yang dibuat oleh perusahaan atau sektor industri) ataupun 
Standar Internasional.

Deskripsi pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan akan menjadi dasar kerja sama dengan 
sekolah vokasi dan perusahaan mitra dalam melaksanakan Prakerin di perusahaan. Untuk itu, 
perlu didorong forum komunikasi antara industri, asosiasi perusahaan, asosiasi tenaga kerja, 
KADIN, dan kementerian teknis terkait. 

Untuk Sekolah Vokasi

Peta Okupasi Nasional dapat dilihat pada laman Bappenas berikut
https://petaokupasi.bappenas.go.id/

SKKNI dan unit-unit kompetensi yang sudah diakui ada di laman berikut
https://skkni.kemnaker.go.id/

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Pelatihan Vokasi Sistem Ganda berwujud prakerin tidak bisa dipandang sebagai pemenuhan 
kewajiban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) saja. Apabila prakerin 
dianggap sebagai CSR, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan optimal.

Idealnya, prakerin dilihat sebagai salah satu metode perekrutan calon karyawan. Dengan 
demikian, sebelum membuka program prakerin, perusahaan terlebih dahulu menetapkan 
perencanaan SDM (manpower planning). Dalam perencanaan SDM tersebut, penting untuk 
mengidentifikasi posisi kerja sehingga perekrutan menggunakan skema praktik kerja industri 
terstruktur bisa dilakukan.

Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan keuntungan pemenuhan tenaga kerja 
handal yang sesuai dengan visi, misi, dan budaya perusahaan. Sering kali, jika merekrut 
tenaga kerja yang sudah berpengalaman, perusahaan kesulitan membentuk ulang tenaga 
kerja tersebut lantaran mereka sudah terbiasa dengan budaya dari tempat kerja sebelumnya, 
sehingga tidak jarang berujung pada konflik. Sementara itu, peserta prakerin belum memiliki 
pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (prior knowledge), sehingga lebih mudah 
dalam membentuk mereka sesuai dengan visi, misi, dan budaya perusahaan.

A.2.	 Mencari Perusahaan yang Sesuai

SMK maupun PTV kemudian dapat mencari perusahaan yang akan diajak bekerja sama 
dalam penyelenggaraan prakerin. Untuk melakukan pencarian perusahaan, SMK maupun 
PTV dapat meminta bantuan dari asosiasi seperti KADIN, KADINDA, APINDO, dan lain 
sebagainya sebagai perantara, jika SMK maupun PTV belum memiliki mitra. Setidaknya, 
asosiasi dapat membantu mencari perusahaan mitra dengan kualifikasi yang diharapkan oleh 
institusi pendidikan. Selanjutnya, SMK maupun PTV dapat melakukan perjanjian kerja sama 
dengan calon perusahaan mitra.

Untuk Sekolah Vokasi

1.2.	 Menentukan Posisi Jabatan yang Terbuka untuk Prakerin Berdasarkan 
Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM/Manpower Planning)

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Setelah posisi atau jabatan potensial yang ditujukan untuk melakukan perekrutan dengan skema 
praktik kerja industri (prakerin) terstruktur berhasil diidentifikasi, perusahaan perlu memetakan 
kompetensi yang diperlukan. Beberapa di antaranya, dengan memetakan profil jabatan dan 
deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan oleh calon tenaga kerja.

Pemetaan kompetensi kerja yang diperlukan bisa mengacu pada Peta Okupasi Nasional yang 
telah dirancang oleh Bappenas. Dalam Peta Okupasi Nasional tersebut telah tersedia kompetensi-
kompetensi kerja yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja. 

Sebagai acuan normatif, dapat digunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 
Jika belum memiliki peta okupasi dan SKKNI, perusahaan dapat merujuk pada acuan lain yang telah 
mendapatkan pengakuan seperti Standar Kompetensi Khusus (yang dibuat oleh perusahaan atau 
sektor industri), Standar Internasional, maupun standar lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan.

Deskripsi pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan akan menjadi dasar kerja sama antara SMK 
maupun PTV dan perusahaan mitra dalam melaksanakan prakerin.

1.3.	 Pemetaan Capaian Kompetensi Praktik Kerja Industri

A.3.	 Melakukan Sinkronisasi Capaian Pembelajaran 
dengan Job Profile di Perusahaan

Sinkronisasi capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan 
metode Kurikulum Berbasis-Industri (Industrial-Based Curriculum). 

Metode ini pada dasarnya mengundang beberapa orang panelis dari perusahaan mitra , kemudian 
mereka memberikan masukan mengenai proses-proses di industri, serta kompetensi yang diperlukan 
dalam mengerjakan proses tersebut.

Untuk Sekolah Vokasi

Baca bagian 1.5. untuk mengetahui aspek-aspek yang penting dalam penyelarasan Capaian Pembelajaran 
dengan Profil Pekerjaan di Perusahaan
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Peta Okupasi Nasional dapat dilihat pada laman Bappenas berikut
https://petaokupasi.bappenas.go.id/

SKKNI dan unit-unit kompetensi yang sudah diakui terdapat pada laman berikut
https://skkni.kemnaker.go.id/
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Apabila perusahaan telah memiliki deskripsi pekerjaan dan daftar kompetensi kerja yang 
dibutuhkan, selanjutnya perusahaan mencari SMK maupun PTV yang memiliki capaian 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Untuk mendapatkan SMK maupun PTV sebagai mitra, perusahaan dapat:
a.	Menghubungi langsung SMK maupun PTV dengan melampirkan deskripsi pekerjaan 

dan daftar kompetensi.
b.	 Menghubungi asosiasi perusahaan atau kamar dagang dan industri, misalnya KADIN, 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik 
Indonesia (INAPLAS), SwissCham, dan lain sebagainya.

c.	 Memanfaatkan platform pencarian pekerjaan yang memiliki opsi prakerin, dengan catatan 
perusahaan menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

Melalui deskripsi pekerjaan dan daftar kompetensi, perusahaan melihat apakah semua 
pelatihan dapat dilakukan di perusahaan; atau adakah tahapan atau proses pekerjaan yang 
proses pelatihannya tidak dapat dilakukan di perusahaan.

Jika terdapat beberapa kompetensi yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan, terdapat opsi 
untuk menitipkan peserta prakerin di perusahaan lain yang memiliki kemampuan memberikan 
pelatihan kompetensi yang dimaksud; seperti anak perusahaan, perusahaan pemasok 
(supplier), perusahaan lain yang tergabung dalam asosiasi yang sama, maupun bekerja sama 
dengan penyedia jasa pelatihan seperti BLK, BDI, dan LPK.

Perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap peserta prakerin yang sementara waktu 
berada di instusi lain dengan memastikan semua hak-hak mereka terpenuhi sebagaimana 
saat peserta berada di perusahaan awal.

1.4.	 Mencari SMK maupun PTV dan Mencari 
Perusahaan Mitra jika Diperlukan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Agar peserta prakerin dapat mencapai kompetensi yang diperlukan dalam satu jabatan kerja 
sesuai peta okupasi, SKKNI (bila dapat diterapkan), maupun acuan lain yang digunakan oleh 
perusahaan; maka sebelum proses prakerin dimulai, perusahaan dan SMK maupun PTV perlu 
melakukan penyelarasan antara materi yang akan diajarkan pada saat siswa melaksanakan 
Prakerin, dengan pembelajaran di SMK maupun PTV. 

Idealnya, hampir semua materi dasar seharusnya telah tersampaikan pada saat siswa masih 
berada di SMK maupun PTV. Lantaran di perusahaan, siswa minimal melaksanakan prakerin 
selama enam (6) bulan, sehingga hanya dapat mengonversi sekitar 20 SKS. Oleh karena itu, 
saat siswa berada di perusahaan, mereka tinggal melakukan pemolesan dan pemantapan.

Selama proses penyelarasan guna memenuhi deskripsi pekerjaan dan daftar kebutuhan 
kompetensi, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi:

1.	 Jika terdapat sebagian kecil kompetensi yang sama sekali tidak dapat dipenuhi dari SMK 
maupun PTV, perusahaan harus bisa memenuhi capaian kompetensi tersebut. Artinya, 
perusahaan berkewajiban memberikan pengajaran unit kompetensi yang tidak bisa 
diberikan di SMK maupun PTV.

2.	Apabila seluruh kompetensi dapat diberikan di SMK maupun PTV, maka perusahaan 
dapat memberikan pendalaman dan perluasan materi guna meningkatkan kompetensi 
siswa. Dengan kata lain, perusahaan dapat memberikan materi tambahan untuk 
menunjang pembelajaran yang sudah didapatkan siswa di SMK maupun PTV.

3.	Jika sebagian besar kompetensi tidak dapat dipenuhi oleh SMK maupun PTV, perusahaan 
dapat memilih untuk menunda kerja sama dengan SMK maupun PTV tersebut. Selain itu, 
perusahaan bisa memberikan masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan dalam 
dunia industri, sehingga SMK maupun PTV dapat memutakhirkan kurikulum.

Perusahaan dan sekolah vokasi juga harus mempertimbangkan, antara lain:
a.	Bagaimana tuntutan sehari-hari di perusahaan?
b.	 Mesin-mesin, perangkat lunak, perangkat keras, atau hal lain yang mungkin berbeda 

antara milik perusahaan dengan milik SMK maupun PTV.
c.	 Metode kerja yang diterapkan di SMK maupun PTV mungkin berbeda dengan perusahaan.
d.	Bagaimana prestasi calon peserta prakerin saat ini?
e.	Adakah gangguan belajar, atau gangguan lain yang mungkin sedang dialami calon 

peserta prakerin?
f.	 Bagaimana hasil-hasil ujian calon peserta prakerin secara umum? 
g.	 Bagaimana cara mengevaluasi prestasi peserta prakerin di perusahaan?
h.	 Adakah potensi untuk meningkatkan keterampilan nonteknis (soft skills) dari peserta prakerin?

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Perusahaan dengan Capaian Pembelajaran di SMK maupun PTV
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i.	 Cara penilaian yang objektif dengan standar yang disepakati bersama antara perusahaan 
dan SMK maupun PTV yang nantinya diberikan oleh pelatih tempat kerja (PTK) atau 
asisten pelatih tempat kerja (APTK).  

Hasil dari penyelarasan capaian pembelajaran ini harus dilampirkan pada Surat Kontrak 
Prakerin sebagai dasar mengikat terkait materi mana saja yang wajib disampaikan oleh 
perusahaan.

Contoh formulir penyelarasan deskripsi kerja dan daftar kompetensi dengan kurikulum SMK maupun PTV 
dapat dilihat pada Lampiran 4–Formulir Penyelarasan Capaian Pembelajaran.

Sebagai wujud tanggung jawab masing-masing pihak yang telah melakukan penyelarasan 
deskripsi pekerjaan dan daftar kompetensi di perusahaan dengan kurikulum dan capaian 
pembelajaran di SMK maupun PTV; maka dibuat perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman 
yang akan menjadi payung kegiatan bersama antara perusahaan dengan SMK maupun PTV.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, diatur ruang lingkup termasuk hak dan kewajiban dari 
perusahaan dan SMK maupun PTV. Isi perjanjian kerja sama dapat mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada:

a.	Penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
b.	 Pengembangan sarana dan prasarana praktikum;
c.	 Penyediaan dosen bidang studi produktif dan instruktur;
d.	Praktik kerja industri bagi siswa SMK maupun mahasiswa PTV dan pemagangan industri 

bagi dosen; dan
e.	 sertifikasi.

1.6.	 Membuat Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan 
SMK maupun PTV Mitra atau Perusahaan Mitra

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Tugas dan tanggung jawab pihak perusahaan antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
1.	 Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK maupun PTV.
2.	Memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa, dan pemagangan industri bagi dosen 

sesuai dengan program keahlian.
3.	Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktik kerja 

industri bagi siswa dan magang bagi dosen.
4.	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja industri dan pemagangan 

(workshop, laboratorium, training center, dan teaching factory).
5.	Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa/guru/

dosen yang telah mengikuti praktik kerja industri dan/atau pemagangan industri.

Tugas dan tanggung jawab sekolah vokasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
a.	Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
b.	 Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (workshop dan 

laboratorium) untuk keperluan praktikum di sekolah;
c.	 Mengupayakan pemenuhan kebutuhan dosen bidang studi produktif melalui pelatihan, 

pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
d.	Menyelenggarakan praktik kerja industri bagi siswa dan/atau pemagangan industri bagi 

dosen pada perusahaan industri sesuai bidang kompetensi yang dimiliki;
e.	Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap peserta prakerin.

Perjanjian kerja sama antara perusahaan dan SMK maupun PTV ini sangat penting, terutama 
bagi perusahaan yang akan memanfaatkan fasilitas Super Tax Deduction dari pemerintah. 
Bagi SMK maupun PTV, perjanjian kerja penting untuk keperluan akreditasi institusi.

Jika perusahaan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan sebagian dari 
pengajaran materi praktik, maka perusahaan harus membuat perjanjian kerja sama dengan 
pihak ketiga tersebut. Perjanjian tersebut agar menjamin materi yang disampaikan sesuai 
dengan rencana pelatihan vokasi; dan pemenuhan hak-hak peserta prakerin sebagaimana 
ketika mereka berada di perusahaan awal.

Informasi lebih lanjut mengenai Super Tax Deduction pada penyelenggaraan pelatihan vokasi 
dapat dilihat di sini: https://coachingclinicstd.kemenperin.go.id/

Format Perjanjian Kerja Sama yang telah mendapatkan verifikasi Direktorat Jenderal Pajak dalam 
rangka Super Tax Deduction tersebut dapat diunduh di sini: 

https://coachingclinicstd.kemenperin.go.id/wp-content/uploads/2022/02/06042021-Contoh-
PKS-Industri-dan-SMK-Sesuai-PMK-128_Diverifikasi-DJP.doc
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Perencanaan



2.	 Perencanaan

2.1.	 Mengembangkan Rencana Pelatihan Vokasi

20

Setelah perusahaan dan SMK maupun PTV menentukan capaian kompetensi prakerin, 
perusahaan perlu mengembangkan Rencana Pelatihan Vokasi (RPV).

Dalam menyusun RPV, jika diperlukan, seorang pelatih tempat kerja dapat meminta masukan 
dari karyawan-karyawan lain yang berpengalaman dalam bidang tersebut, terutama para 
karyawan yang akan mendampingi peserta prakerin di tempat kerja.

Untuk struktur materi, perusahaan dapat mengacu pada:
1.	 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
2.	Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
3.	Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI)
4.	Standar lainnya yang diacu Perusahaan seperti Standard Operating Procedure (SOP) 

atau Instruksi Kerja (IK)

RPV, sebagai acuan pelatih tempat kerja untuk membimbing peserta prakerin yang di 
dalamnya, berisi:

a.	Struktur materi, yaitu materi-materi yang harus disampaikan kepada peserta Prakerin 
selama mereka menjalani proses magang di perusahaan.

Struktur materi disusun dengan alur berdasarkan pada logika dan prinsip pedagogi, 
sesuai dengan kaidah berikut:

•	 Mulai dari materi yang mudah ke materi yang sulit.
•	 Mulai dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks.
•	 Mulai dari materi yang konkret ke materi yang abstrak.

Selain alur yang berpijak pada logika dan prinsip pedagogi, materi juga disusun 
berdasarkan tingkat kompetensi yang diharapkan dari peserta menurut ranah 
pembelajaran. Tingkat kompetensi ini dikenal dengan Taksonomi Bloom, yang 
dikembangkan oleh Benjamin Bloom (1913-1999), ahli psikologi pendidikan asal 
Amerika Serikat.

Tingkat kompetensi siswa SMK tentu berbeda dengan mahasiswa D3, sehingga materi 
prakerin mereka pun akan berbeda satu sama lain.

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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b.	Struktur waktu, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan setiap 
unit kompetensi dan/atau seluruh unit kompetensi, sehingga seorang peserta prakerin 
dapat bekerja secara mandiri.

Penyusunan RPV harus mempertimbangkan lokasi paling ideal bagi peserta prakerin untuk 
mempelajari teori dan melakukan praktik. Pasalnya, tidak semua kompetensi dapat diajarkan 
pada setiap lokasi di perusahaan. Materi teoretis tentu lebih baik diajarkan pada tempat 
tenang seperti ruang belajar atau ruang rapat. Sementara itu, pembelajaran praktik sangat 
tepat dilaksanakan di tempat kerja.

Lima hal di bawah ini dapat menjadi panduan menyusun RPV, yang mencakup tetapi tidak 
terbatas pada:

a.	Apakah tempat belajar tersebut cocok untuk menyampaikan pelajaran teori?
b.	 Apakah tempat belajar tersebut cocok untuk melakukan kegiatan berbasis praktik?
c.	 Apakah di tempat belajar tersebut sudah tersedia peralatan atau perlengkapan memadai 

dan dapat digunakan oleh peserta prakerin?
d.	Apakah di tempat belajar tersebut terdapat risiko psikis maupun fisik yang tidak boleh 

dialami oleh peserta prakerin, terutama oleh peserta yang masih muda?
e.	Apakah di tempat belajar tersebut memungkinkan untuk melatih keterampilan kerja dan 

keterampilan sosial (misalnya bekerja sendiri, berpasangan, maupun berkelompok)?

Penyusunan RPV membutuhkan pengetahuan pedagogis dan didaktis. Oleh karena itu, 
sangat disarankan bagi perusahaan yang menyelenggarakan program prakerin untuk memiliki 
setidaknya satu orang PTK yang kompeten dan/atau telah mengikuti pelatihan pelatih tempat 
kerja.

RPV selanjutnya disosialisasikan kepada semua pihak di internal perusahaan yang akan 
terlibat, misalnya penyelia lapangan, mentor, dan lain sebagainya termasuk jadwal prakerin. 
Penting juga untuk melakukan penunjukan penyelia lapangan atau mentor untuk membimbing 
peserta prakerin dalam kegiatan sehari-hari. RPV juga harus disosialisasikan kepada pihak 
eksternal misalnya dosen atau kepala program studi kampus yang bekerja sama untuk 
program tersebut.

Contoh RPV dapat dilihat pada Lampiran 5–Contoh Rencana Pelatihan Vokasi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Contoh Anggaran Rencana Pelatihan Vokasi dapat dilihat pada Lampiran 6–Contoh Anggaran Perencanaan 
Pelatihan Vokasi

Tindakan selanjutnya adalah menyediakan anggaran sesuai dengan RPV. Apa saja mata 
anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan prakerin terstruktur? Hal-hal di bawah ini 
dapat menjadi patokan, meskipun tidak terbatas pada:

1.	 Pengeluaran personel berupa manfaat atau kompensasi yang akan diberikan kepada 
peserta prakerin, misalnya: Uang saku, transportasi dari dan menuju domisili, asuransi, 
akomodasi, pemeriksaan medis awal (general medical check-up), dsb.

2.	Honor bagi para mentor, penyelia (supervisor), dsb.
3.	Biaya peralatan dan material, misalnya: biaya operasional alat, material untuk belajar, 

dsb.
4.	Pengeluaran lainnya, misalnya: penggandaan bahan ajar, pakaian kerja, alat pelindung 

diri (APD), biaya administrasi dan surat menyurat, dsb. 

Perusahaan yang menyelenggarakan prakerin terstruktur dapat memanfaatkan insentif “Super 
Tax Deduction” atau pengurangan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
128 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan 
Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

2.1.1.	 Menyusun Anggaran

B.1.	 Menyusun Jadwal Prakerin 

Karena prakerin akan berlangsung selama sedikitnya enam (6) bulan, SMK maupun PTV 
harus memastikan bahwa peserta tidak punya kegiatan belajar mengajar apa pun di kampus. 
Untuk itu, perlu ditinjau kembali kurikulum, silabus, serta penjadwalan mata kuliah agar pada 
saat prakerin, tidak ada mata kuliah yang masih harus ditempuh oleh peserta.

Untuk Sekolah Vokasi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Detail mengenai skema insentif Super Tax Deduction dapat dilihat pada laman berikut ini
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Setelah RPV selesai, tindakan selanjutnya adalah menyusun materi pelatihan vokasi. 
Perusahaan tidak perlu menyusun materi terlalu detail, lantaran yang dibutuhkan oleh peserta 
praktik kerja industri adalah pengalaman bekerja di perusahaan.

Perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang sudah tersedia sebagai materi pelatihan, 
misalnya, buku panduan peralatan, SOP perusahaan, instruksi kerja, dan sebagainya.

Materi tersebut disediakan sesuai dengan struktur materi dan waktu dalam RPV.

2.2.	 Menyusun Materi Pelatihan Vokasi

B.2.	 Melakukan Rekrutmen Peserta Prakerin 

Perusahaan mitra dapat meminta SMK maupun PTV untuk melakukan seleksi awal calon peserta 
prakerin. Dengan demikian, SMK maupun PTV mencari calon peserta yang memenuhi persyaratan 
peserta prakerin. 

Perlu dipahami bahwa SMK maupun PTV harus mencermati syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan 
oleh perusahaan. Namun, tidak tertutup kemungkinan kedua belah pihak mendiskusikan persyaratan 
atau kondisi yang berpotensi merugikan calon peserta maupun institusi yang mengirimkan mereka.

SMK maupun PTV dapat berhubungan dengan pelatih tempat kerja di perusahaan tersebut untuk 
mendiskusikan syarat-syarat dan kondisi agar dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

SMK maupun PTV harus bertanggung jawab terhadap peserta yang dikirimkan untuk mengikuti 
prakerin, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan mereka selama mengikuti program 
pelatihan vokasi di perusahaan.

Ada baiknya pihak SMK maupun PTV meninjau lokasi di mana siswa atau mahasiswa akan menjalani 
masa prakerin.

Untuk Sekolah Vokasi

Detail mengenai proses rekrutmen peserta prakerin dapat dibaca pada bagian 2.4.

Contoh Modul Pelatihan Vokasi dapat dilihat pada Lampiran 7–Contoh Modul Pelatihan Vokasi

2.	 Perencanaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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Gagasan utama praktik kerja industri terstruktur adalah mencari calon karyawan baru. Maka, 
perusahaan perlu menetapkan persyaratan yang benar-benar diperlukan, selama tidak terlalu 
memberatkan sekolah dan calon peserta.

Harus diingat pula bahwa calon peserta bukanlah kandidat yang seratus persen siap bekerja. 
Mereka adalah siswa yang masih membutuhkan bimbingan. Dengan demikian, persyaratan peserta 
prakerin juga harus merefleksikan situasi tersebut.

Jangan sampai perusahaan berharap terlalu berlebihan kepada calon peserta prakerin, dan 
akhirnya berasumsi bahwa peserta prakerin kurang kompeten.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan persyaratan peserta Prakerin antara 
lain:

1.	 Menentukan kualifikasi tingkat pendidikan (SMK, D3, S1, dst) dan keterampilan interpersonal.
2.	 Perhatikan bahwa siswa atau mahasiswa bisa jadi belum memiliki keterampilan nonteknis 

(soft skills) yang memadai untuk bekerja.
3.	 Semakin tinggi persyaratan, tentu semakin sedikit calon peserta yang memenuhi syarat, atau 

bahkan bisa jadi tidak ada yang memenuhi kualifikasi.
4.	Menentukan besaran uang saku (manfaat/kompensasi) bagi peserta prakerin dengan 

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait seperti Upah Minimum 
Regional (UMR).

2.3.	 Menentukan Persyaratan Peserta Prakerin 

2.	 Perencanaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

B.3.	 Memeriksa Kontrak Prakerin 

Untuk Sekolah Vokasi

Detail mengenai pembuatan kontrak prakerin dapat dibaca pada bagian 2.5.

Kontrak prakerin  dibuat oleh pihak perusahaan dengan peserta. Kontrak tersebut mengatur hak dan 
kewajiban peserta prakerin selama menjalani masa pelatihan vokasi. Pihak SMK maupun PTV harus 
turut memeriksa isi kontrak, terutama kesesuaian antara capaian pembelajaran yang diinginkan dengan 
program pelatihan vokasi.

Apabila calon peserta belum memenuhi usia legal untuk menandatangani perjanjian, maka selain 
diketahui oleh pihak SMK maupun PTV, kontrak tersebut juga harus ditandatangani oleh orang tua 
pelajar yang bersangkutan.
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Perusahaan dapat mengumumkan rekrutmen calon peserta prakerin melalui berbagai kanal. 
Metode di bawah ini diurutkan dari cara paling efektif, meskipun tidak terbatas pada:

1.	 Mengambil calon peserta prakerin dari SMK maupun PTV  yang telah menjadi mitra. 
Cara ini akan mempercepat proses rekrutmen karena perusahaan sudah mengetahui 
kualifikasi dari mitra yang bersangkutan. Pihak mitra pun telah memahami kualitas 
seperti apa yang diminta perusahaan, sehingga dapat langsung menyeleksi siswa atau 
mahasiswa yang berpotensi diterima oleh perusahaan.

2.	Meminta bantuan dari asosiasi seperti KADIN, KADINDA, APINDO, dan lain sebagainya 
sebagai perantara apabila perusahaan belum memiliki mitra. Setidaknya, asosiasi 
dapat membantu mencarikan mitra dengan kualifikasi yang diharapkan oleh industri. 
Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan calon mitra.

3.	Mengumumkan rekrutmen melalui media sosial, platform pencari kerja, media massa, 
dan sebagainya. Pilihan ini akan membuat perusahaan dibanjiri lamaran calon peserta 
Prakerin dan harus menyediakan upaya melakukan seleksi.

4.	Perusahaan dapat mengumumkan lowongan pada platform digital yang disediakan oleh 
KADIN, KADINDA, Kemenperin, dan APINDO.

Apapun, perusahaan harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan jangka 
waktu cukup, terutama bagi calon rekrutmen yang belum dapat diterima. Tujuannya, agar calon 
peserta memiliki cukup waktu untuk mencari lokasi prakerin lain.

Perusahaan juga harus memastikan bahwa calon peserta prakerin dan orang tua atau 
perwakilan sekolah dan/atau kampus mengerti hak-hak yang akan diperoleh, juga kewajiban 
yang harus dipenuhi. Ini ditujukan sebagai dasar apakah calon peserta memutuskan mengambil 
tawaran dari perusahaan atau menolaknya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekecewaan 
baik dari sisi calon peserta maupun perusahaan jika salah satu pihak merasa pihak lainnya 
tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan.

Sebagaimana layaknya rekrutmen, perusahaan membuat Surat Penawaran (Offering Letter) 
untuk disetujui semua pihak sebelum melanjutkan kepada tahap kontrak.

2.4.	 Melakukan Rekrutmen Calon Peserta Prakerin 

2.	 Perencanaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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2.	 Perencanaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

B.4.	 Melakukan Persiapan Kepada Siswa

Untuk Sekolah Vokasi

Sebelum memberangkatkan siswa ke lokasi prakerin, SMK maupun PTV harus memastikan 
bahwa siswa tersebut siap untuk tinggal dan bekerja di perusahaan tujuan. 

Hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
a.	Persiapan transportasi dan akomodasi (bila tidak diatur oleh perusahaan).
b.	 Keterampilan mengelola keuangan, terutama bila peserta prakerin mendapatkan uang 

saku yang nilainya cukup besar untuk ukuran siswa.
c.	 Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri terutama bila tujuan prakerin 

sangat berbeda dari domisili/tempat SMK maupun PTV berada, misalnya dari kota kecil 
ke kota besar, atau sebaliknya.

d.	Kemampuan untuk menghadapi keadaan darurat.
e.	Kemampuan menghadapai kondisi yang merugikan peserta prakerin, seperti 

perundungan atau pelecehan di tempat kerja, baik dilakukan sesama peserta prakerin, 
pekerja perusahaan, bahkan atasan di perusahaan.
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Perusahaan membuat kontrak prakerin berisi tentang:

1.	 Keterangan mengenai pihak-pihak yang mengadakan kontrak (seperti nama, jabatan, 
alamat, dan sebagainya).

2.	 Durasi prakerin  yang dengan jelas menyebutan tanggal mulai dan berakhir.
3.	 Jabatan kerja atau posisi yang dimagangkan.
4.	 Tugas dan kewajiban perusahaan
5.	 Hak-hak yang akan diterima oleh peserta seperti:

a.	uang saku, 
b.	 akomodasi, 
c.	 transportasi, 
d.	 ibadah, 
e.	 izin    tidak masuk kerja sesuai ketentuan perusahaan atau peraturan/perundang-

undangan yang berlaku,
f.	 asuransi, 
g.	 perlindungan kecelakaan kerja,
h.	perlindungan dari perundungan atau pelecehan,
i.	 dan lain sebagainya.

6.	 Kewajiban peserta seperti:
a.	Jam kerja,
b.	 tugas-tugas, 
c.	 penyusunan laporan prakerin, 
d.	dan lain sebagainya.

7.	 Perjanjian kerahasiaan, privasi.
8.	 Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan peserta Prakerin.
9.	 Penyelesaian perselisihan.
10.	Ujian penyelesaian Prakerin.
11.	 Kondisi-kondisi yang menyebabkan berakhirnya kontrak.
12.	Tanda tangan (perusahaan dan peserta prakerin), serta diketahui oleh pihak SMK 

maupun PTV dan orang tua peserta bilamana usianya belum mencapai usia legal.

2.5.	 Membuat Kontrak Prakerin 

2.	 Perencanaan
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B.5.	 Pembekalan Keterampilan Nonteknis (Soft Skills) kepada Siswa

Untuk Sekolah Vokasi

Siswa perlu mendapatkan pelatihan keterampilan nonteknis agar memiliki kehidupan yang 
berkualitas di perusahaan. Beberapa perusahaan menegaskan beberapa keterampilan 
nonteknis yang perlu dimiliki oleh peserta prakerin, antara lain:

a.	Disiplin.
b.	 Berbicara di depan umum dan melakukan presentasi.
c.	 Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.
d.	Manajemen waktu.
e.	Bekerja dalam kelompok (teamwork).
f.	 Ketahanan kerja.

Selain dilakukan oleh narasumber dari internal SMK maupun PTV, pembekalan bisa juga 
melibatkan narasumber dari industri agar dapat memberikan gambaran akurat mengenai 
keterampilan nonteknis apa saja yang dibutuhkan dalam pelatihan vokasi di perusahaan.

Format standar kontrak prakerin dapat dilihat pada Lampiran 8–Contoh Kontrak Prakerin

Kontrak ini harus dilampiri dengan hasil sinkronisasi capaian pembelajaran sebagai jaminan 
bahwa peserta prakerin telah memenuhi seluruh atau sebagian capaian pembelajaran yang 
diinginkan.

Selain itu, kontrak prakerin juga harus mengikuti peraturan perundangan seperti Undang-
Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan lain yang berlaku.

Karena saat ini Indonesia tergolong sebagai negara dengan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 
berbasis-Sekolah (School-based VET), maka bagi peserta prakerin, status mereka dalam 
perusahaan adalah siswa SMK maupun mahasiswa PTV yang sedang mengikuti pemagangan 
di perusahaan sebagaimana disetujui bersama oleh kedua organisasi.

Dengan demikian, seorang peserta prakerin tunduk pada peraturan yang dibuat sekolah asal 
dan peraturan perusahaan pada saat melaksanakan pemagangan di perusahaan.

Perusahaan perlu memastikan bahwa pada tanggal prakerin  dimulai, institusi juga sudah harus 
siap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2.	 Perencanaan
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3.	 Pelaksanaan

3.1.	 Melakukan Koordinasi Internal di Perusahaan

Structured Internship Guidelines 31

Setelah persiapan mencari kandidat selesai, perusahaan harus memastikan bahwa setiap 
bagian yang terlibat memiliki informasi termutakhir mengenai program prakerin yang 
diselenggarakan.

Hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
1.	 Penyesuaian peralatan di tempat kerja untuk mengakomodasi kebutuhan peserta 

prakerin, misalnya:
a.	Peralatan kerja atau proses pada umumnya.
b.	 Peralatan pembantu (supporting) untuk peserta difabel.
c.	 Alat pelindung diri (APD) bagi peserta prakerin.

2.	Perlunya meninjau kembali isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja yang berdampak 
pada peserta prakerin yang masih muda dan tidak berpengalaman. Hal tersebut dapat 
dilakukan melalui induksi K3 dan sosialisasi Identifikasi Bahaya dan Pengendalian 
Risiko (IBPR).

3.	Meninjau program atau rencana pelatihan vokasi di perusahaan dan memastikan bahwa 
unit kerja, lini produksi, dan tempat lainnya yang akan digunakan oleh peserta Prakerin 
telah siap. Peninjauan dapat dilakukan dengan menggunakan check list kesiapan unit.

4.	Media dan metode pembelajaran disiapkan sesuai dengan materi atau RPV yang telah 
disusun, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

5.	Memastikan staf yang akan menjadi mentor atau penyelia peserta prakerin berkompeten 
sebagai APTK di perusahaan dan telah diberi pengarahan serta wewenang guna 
melaksanakan tugas mengajar para peserta prakerin. APTK, yang bertugas mendampingi 
peserta, diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:
a.	Memiliki kompetensi teknis.
b.	 Memiliki kompetensi pedagogis dalam penyampaian materi.
c.	 Sikap kerja (attitude) yang baik.
d.	Rasio APTK disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan standar perusahaan masing-

masing.
6.	Apabila ditetapkan adanya kontrak antara peserta prakerin dengan perusahaan, maka 

perlu dipastikan bahwa dokumen kontrak tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak 
terkait.

Jika seluruh komponen terkait di perusahaan telah siap melaksanakan program prakerin, tiba 
saatnya menyambut peserta prakerin di perusahaan.
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3.	 Pelaksanaan

C.1.	 Memberangkatkan Peserta PKL/Prakerin Menuju Lokasi Perusahaan

Tibalah saat untuk memberangkatkan peserta prakerin menuju lokasi perusahaan. Pembimbing 
prakerin harus berkoordinasi dengan pelatih tempat kerja mengenai jadwal keberangkatan 
peserta dan memastikan mereka dalam kondisi yang baik sebelum perjalanan dimulai.

Hal–hal yang harus dikoordinasikan antara lain:
•	 Tanggal keberangkatan dan kedatangan peserta.
•	 Transportasi peserta di lokasi tujuan (misalnya dari bandara/stasiun kereta api/pelabuhan 

menuju perusahaan). Apakah perusahaan menyediakan penjemputan? Bila tidak, 
bagaimana cara paling aman menuju lokasi perusahaan? 

•	 Koordinasi untuk memilih tempat tinggal atau asrama bagi peserta prakerin.
•	 Pembimbing sekolah memberikan motivasi kepada peserta prakerin.
•	 Monitoring perlengkapan yang perlu disiapkan selama proses prakerin berlangsung.

Pembimbing prakerin wajib memonitor perjalanan peserta jika mereka baru bepergian ke luar 
daerah domisili atau menggunakan moda transportasi tertentu untuk pertama kali.

Untuk Sekolah Vokasi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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3.	 Pelaksanaan

3.2.	 Orientasi Peserta Prakerin 

Sebelum peserta prakerin diizinkan mulai bekerja, perlu dilakukan proses orientasi 
(onboarding). Dalam masa orientasi ini, peserta prakerin harus mendapatkan:

1.	 Perasaan diterima oleh perusahaan sehingga peserta prakerin merasa aman dan 
nyaman berada di lingkungan baru.

2.	Gambaran mengenai program prakerin yang akan dijalani, serta arahan membuat 
rencana kerja prakerin serta rencana pengembangan keterampilan (skills development).

3.	 Informasi lengkap mengenai personel yang terlibat pada program prakerin, berikut tugas 
dan tanggung jawab mereka.

4.	 Informasi lengkap mengenai peraturan perusahaan dan kegiatan rutin seperti absensi, 
izin sakit, dan sebagainya.

5.	 Informasi lengkap mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6.	Penjelasan mengenai tindakan apa dan siapa yang harus dihubungi apabila peserta 

prakerin memiliki hal-hal yang perlu dibicarakan ataupun mengalami tindakan merugikan.
7.	 Pembekalan pengetahuan dasar (basic knowledge) disesuaikan dengan budaya 

perusahaan misalnya panduan pelaporan (reporting), penyelesaian masalah (problem 
solving), dan lain sebagainya.

Apabila terdapat lebih dari dua orang peserta prakerin yang diterima, akan lebih efektif bila 
mereka dikumpulkan menjadi satu untuk proses orientasi. Untuk 1-2 orang peserta, akan lebih 
baik jika mereka dibawa berkeliling perusahaan.

Penjelasan lebih rinci diberikan di masing-masing bagian atau departemen saat peserta 
prakerin bergabung di bagian tersebut.

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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C.2.	 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala Terhadap 
Perkembangan Peserta Prakerin 

Pembimbing prakerin menetapkan jadwal laporan berkala untuk mengontrol kemajuan peserta. 
Peserta wajib mengirimkan kemajuan proses pelatihan vokasi di perusahaan dalam bentuk 
laporan, jurnal, log book, atau kegiatan lain yang memungkinkan pembimbing Prakerin untuk 
mengawasi jalannya pelatihan.

Selain itu, pembimbing prakerin juga perlu melakukan pengontrolan terhadap materi atau isi 
pelatihan, apakah masih berjalan sesuai dengan RPV yang telah disepakati. Jika ditemukan 
penyimpangan terhadap RPV tersebut, maka pembimbing prakerin wajib berkoordinasi 
dengan pelatih tempat kerja dan peserta untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya 
untuk mencapai ketuntasan capaian pembelajaran.

Untuk Sekolah Vokasi

3.3.	 Pelaksanaan Prakerin 

Setelah mendapatkan orientasi, peserta prakerin siap menjalani masa magang di perusahaan. 
Dalam menjalankan tugas, tentu tidak semua orang memiliki kemampuan sama. Sebagian 
orang mungkin lebih cepat, dan beberapa lainnya membutuhkan waktu berproses lebih lama.

PTK bersama mentor atau penyelia harus senantiasa memperhatikan perkembangan para 
peserta prakerin, memastikan kepatuhan terhadap K3,  dan mengambil langkah yang 
diperlukan guna memastikan agar setiap peserta mendapatkan materi yang harus diajarkan.

Pada saat prakerin berlangsung, rencana pelatihan vokasi yang telah disusun menjadi 
referensi pelaksanaan. Selain itu, perlu dipastikan media dan metode yang dipilih telah sesuai 
dengan tujuan dan taksonomi pembelajaran. Berikan perhatian pada kompetensi-kompetensi 
yang sifatnya wajib berdasarkan persyaratan formal, misalnya kompetensi tersebut merupakan 
unit dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan menjadi bagian dari satu jabatan 
kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; maupun standar lainnya seperti SKKK 
maupun standar internal perusahaan.

3.	 Pelaksanaan
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Buatlah perubahan pada rencana pelatihan vokasi sesuai dengan kemajuan peserta bila 
diperlukan. Namun, harus diingat bahwa perubahan tidak boleh mengurangi struktur materi 
pembelajaran. Dengan demikian, peserta yang lebih cepat menyelesaikan tugas-tugasnya 
dapat saja berpindah ke divisi lain atau ke tingkatan yang lebih tinggi. Maka, tempat kosong 
bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan lebih banyak pelatihan.

Peserta prakerin harus dipantau dan dinilai secara berkesinambungan agar capaian 
pembelajaran dapat dipenuhi. Pemantauan ini tidak hanya dalam permasalahan keterampilan 
teknis saja, tetapi juga dalam keterampilan sosial dan individual. 

Ajaklah peserta prakerin untuk membicarakan masalah mereka secara berkala. Selain itu, 
secara bersama-sama, bimbing mereka untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah 
tersebut. Pada bulan-bulan awal, mungkin pelatih tempat kerja perlu lebih sering mengadakan 
pembicaraan dengan peserta prakerin  sehingga dapat mengantisipasi masalah yang timbul 
dengan lebih dini.

Pelatih tempat kerja, mentor, dan penyelia perlu merekam hasil-hasil pertemuan dengan 
peserta prakerin sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk mengadakan perbaikan terhadap 
program pelatihan vokasi di perusahaan.

C.3.	 Evaluasi Sumatif

Setelah masa prakerin berakhir, pembimbing mengadakan evaluasi sumatif yang merangkum 
keseluruhan proses pelatihan vokasi untuk memastikan capaian pembelajaran tercapai. 

Evaluasi ini melibatkan pelatih tempat kerja agar lebih objektif. Evaluasi bisa juga dijadikan 
sebagai penilaian tugas akhir dari peserta prakerin.

Untuk Sekolah Vokasi

Evaluasi sumatif yang dilakukan bersama dapat dibaca pada bagian 4.1. Evaluasi Sumatif.

3.	 Pelaksanaan
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3.4.	 Melakukan Evaluasi Berkala (Formatif)

Peserta prakerin perlu menjalani ujian keterampilan teknis untuk menilai perkembangan 
kompetensinya. Oleh karenanya, PTK melakukan penilaian secara berkala untuk memantau 
perkembangan penyerapan keterampilan dan pengetahuan.

Untuk itu, PTK dapat menggunakan perangkat seperti daftar simak untuk memantau 
perkembangan keterampilan dan pengetahuan peserta prakerin. PTK juga dapat memantau 
perkembangan peserta menggunakan log book. Setiap selesai mengerjakan satu tugas, 
pastikan peserta prakerin mencatat pada log book dan menulis laporan prakerin. PTK kemudian 
dapat meminta peserta prakerin untuk mempresentasikan kemajuan laporan prakerin secara 
berkala.

Jika PTK menemukan bahwa terdapat capaian pembelajaran yang belum tuntas dari RPV 
yang sudah ditetapkan, PTK perlu mencari jalan agar kesenjangan tersebut dapat segera 
diatasi. 

Pada proses pemantauan menggunakan log book, disediakan waktu bagi peserta prakerin 
dan PTK dan/atau APTK untuk berdiskusi. Semua hasil diskusi dicatat dalam log book untuk 
melihat perkembangan belajar peserta prakerin.

Kegiatan evaluasi formatif secara berkala harus direkam dan disimpan sebagai bukti penilaian 
secara objektif. Apabila peserta prakerin merasa diperlakukan tidak adil saat mengikuti 
program pelatihan vokasi di perusahaan; maka catatan tersebut dapat dibuka di depan forum 
yang berisi perwakilan perusahaan dan sekolah untuk mencari solusi yang bisa disepakati 
semua pihak.

Rekaman ini juga dapat menjadi bahan evaluasi program pelatihan vokasi perusahaan untuk 
perbaikan di masa mendatang.

Apabila memungkinkan, peserta prakerin melakukan presentasi dan diskusi (two-way 
communication) sebelum memasuki tahapan materi program prakerin berikutnya.

3.	 Pelaksanaan
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3.5.	 Melakukan Evaluasi Akhir (Sumatif)

Pada akhir masa prakerin, peserta perlu dinilai untuk memastikan capaian pembelajaran 
sudah terpenuhi semua. Untuk itu perlu diadakan evaluasi akhir yang mencakup keseluruhan 
program pelatihan vokasi.

Agar penilaian lebih objektif, sebaiknya SMK maupun PTV dan perusahaan mengadakan 
penilaian bersama dan diskusi (two-way communication) untuk menunjukkan prestasi dan 
capaian prakerin yang telah diterima. Peserta prakerin mempresentasikan laporan di depan 
penguji dari perusahaan dan dari SMK maupun PTV. Lebih baik lagi bila perwakilan dari 
perusahaan melibatkan penguji yang bukan merupakan pelatih tempat kerja, mentor, maupun 
penyelia yang membimbing peserta. 

Jika perusahaan memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 atau bekerja sama dengan 
LSP P3, maka penilaian akhir dapat saja dilakukan oleh asesor LSP melalui uji kompetensi. 
Hasil penilaian dari asesor ini nantinya sebagai dasar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta prakerin  yang dinyatakan 
kompeten.

3.	 Pelaksanaan
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Penyelesaian



4.	 Penyelesaian

4.1.	 Menerbitkan Sertifikat Prakerin 

40

Perusahaan memberikan Sertifikat Praktik Kerja Industri sebagai bukti kepesertaan peserta 
prakerin. Prestasi peserta prakerin harus ditampilkan dalam sertifikat tersebut. Sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, bisa saja nilai ditampilkan secara kuantitatif, sehingga peserta dapat 
memiliki nilai A bila prestasinya baik; atau C bila prestasi kurang baik.

Perusahaan dapat pula menampilkan prestasi secara kualitatif. Namun ada baiknya penulisan 
nilai prestasi dilandasi dengan itikad baik. Contoh dengan penulisan sebagai berikut:

a.	Prestasi baik: Sdr. Fulan telah mengikuti prakerin di perusahaan kami dengan penilaian 
sangat baik.

b.	 Prestasi kurang: Sdri. Fulanah telah mengikuti prakerin di perusahaan kami dengan nilai 
cukup.

Jika perusahaan memberikan uji kompetensi, selain sertifikat perusahaan, peserta prakerin 
akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari BNSP, tetapi sifatnya belum wajib. 

Sertifikat terdiri atas:
1.	 Sertifikat dan unit kompetensi
2.	Lampiran dengan nilai tertulis di lembar terpisah 
3.	Transkrip terbagi menjadi dua bagian:

a.	Kompetensi-kompetensi teoretis + Sangat Baik/Cukup
b.	 Kompetensi-kompetensi praktis+ Sangat Baik/Cukup

4.	Jika standar penilaian kompetensi praktis belum ada, Standar Kompetensi Khusus kerja 
bisa digunakan sebagai acuan pembanding penilaian.

5.	Jika memungkinkan, diminta sertifikat dengan pengakuan dari BNSP/Kadin. Jika tidak 
memungkinkan, institusi pendidikan bisa membantu dalam proses pengurusan sertifikat 
tersebut.

Contoh sertifikat dapat dilihat pada Lampiran 9–Contoh Sertifikat

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur
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4.	 Penyelesaian

4.2.	 Meminta Umpan Balik dari Peserta Prakerin dan SMK maupun PTV

Setelah menuntaskan program prakerin, perusahaan membuat kuesioner untuk mengevaluasi 
sejauh mana program prakerin berhasil. Umpan balik yang perlu diminta dari peserta prakerin 
dan SMK maupun PTV antara lain:

1.	 Kesesuaian antara materi/isi program dengan capaian pembelajaran yang diinginkan,
2.	Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan,
3.	Umpan balik untuk PTK, dan
4.	Usulan untuk perbaikan di masa datang.

Contoh formulir survei umpan balik dari peserta prakerin dan sekolah vokasi dapat dilihat pada Lampiran 
10–Contoh Survei Umpan Balik dari Pemagang

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

D.1.	 Memberikan Nilai Sesuai Prestasi Peserta Prakerin 

Untuk memenuhi standar penilaian, pembimbing memberikan skor prakerin kepada peserta 
sesuai dengan mekanisme yang ada pada SMK maupun PTV masing-masing.

Untuk Sekolah Vokasi
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4.	 Penyelesaian
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D.2.	 Mengirimkan Survei Kepuasan kepada Perusahaan

Setelah peserta prakerin menyelesaikan pelatihan vokasi di perusahaan, SMK maupun PTV 
mengirim survei tentang kepuasan perusahaan terhadap performa peserta.

Survei ini hendaknya menitikberatkan pada upaya untuk menutup kesenjangan (gap) antara 
kurikulum sekolah dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, antara lain:

1.	 Kesesuaian antara capaian pembelajaran  siswa/mahasiswa dengan kompetensi (skills, 
knowledge, attitude) yang dibutuhkan.

2.	Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan materi kurikulum yang dilatihkan.
3.	Usulan atau saran untuk perbaikan di masa depan.

Untuk Sekolah Vokasi

Contoh formulir survei kepuasan perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 11–Contoh Survei Kepuasan 
Perusahaan.
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4.	 Penyelesaian

D.3.	 Menindaklanjuti Hasil Survei Kepuasan Perusahaan

Hasil survei kepuasan perusahaan harus ditindaklanjuti oleh SMK maupun PTV untuk 
perbaikan di masa depan.

Sedapat mungkin, kesenjangan yang ada segera diperbaiki dan ditutup, sehingga capaian 
pembelajaran di SMK maupun PTV menjadi relevan dan para lulusannya pun akan lebih 
diminati oleh perusahaan.

Dunia pendidikan wajib membuat kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri. Jika hasil survei 
kepuasan belum menunjukkan hasil yang signifikan, pengelola perlu mengkaji ulang prinsip 
pendidikan sistem ganda, antara lain:

1.	 Kurikulum prakerin harus dibuat oleh pelatih tempat kerja atau mentor (dunia industri) 
bersama dengan dunia pendidikan.

2.	Perlu dilakukan kajian ulang kurikulum minimal satu (1) siklus pendidikan. Misalnya, D2 
dilakukan dua (2) tahun sekali, atau sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia industri.

Untuk Sekolah Vokasi

4.3.	 Melakukan Perbaikan dari Hasil Survei

Untuk menindaklanjuti hasil survei, perusahaan melakukan perbaikan terhadap isi 
program prakerin, penyediaan fasilitas, maupun hal lain yang diperlukan untuk mendukung 
penyelenggaraan program yang lebih baik.
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Lampiran
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Lampiran

Lampiran 1 - Peraturan Prakerin di Indonesia



46 Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran 1 - Peraturan Prakerin di Indonesia

Lampiran
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Lampiran 2 – Sertifikasi Pelatih Tempat Kerja

Lampiran
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Lampiran 3 – Formulir Asesmen Mandiri Kelayakan Perusahaan
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Lampiran 3 – Formulir Asesmen Mandiri Kelayakan Perusahaan
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Lampiran 3 – Formulir Asesmen Mandiri Kelayakan Perusahaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran



55
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Lampiran

Lampiran 4 – Formulir Penyelarasan Capaian Pembelajaran

SINKRONISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN

No. Description
Specification of learning outcome

Keterangan
LO Code Description

1
Pengenalan terhadap aktivitas 
perusahaan (workshop auxiliary)

a.	 Mengetahui aktifitas PT Buhler 
Indonesia  khususnya di workshop 
auxiliary.

b.	 Mengenal mesin mesin buhler 
yang berfungsi sebagai mesin 
pengolahan pasca panen (mesin 
beras, coklat, kopi, gandum, feed 
mill, dll).

KK1

Mampu menerapkan matematika, 
sains alam, dan prinsip rekayasa 
ke dalam prosedur dan praktek 
teknikal (technical practice) untuk 
menyelesaikan  
teknologi pada bidang pertanian;

c.	 Evaluasi/Presentasi

d.	 Kunjungan ke site project yang 
ada mesin pengolahan pasca 
panen (tentative depend on 
condition).

2
Mempelajari aktifitas dan flow 
proses di divisi Fabrikasi

a.	 Flow proses fabrikasi (SOP dll)

b.	 Mempelajari  proses desain 
gambar dan manajemen gambar

c.	 Mempelajari proses produksi 
atau fabrikasi part dan mengenal 
bermacam mesin produksi.

d.	 Mempelajari proses quality control 
dan aktifitasnya di proses fabrikasi 
workshop.

e.	 Mempelajari proses pengiriman 
barang selesai fabrikasi

f.	 Belajar menggambar teknik 
dengan soft ware gambar

KK2

Mampu menerapkan konsep gambar 
teknik di bidang mekanisasi pertanian 
sebagai dasar penerapan teknologi 
4.0 yang ramah lingkungan dan 

•	 Mengenal  dasar menggambar 
teknik

•	 Membuat gambar part dengan 
sofware gambar (AUTOCAD)

KK12

Mampu mengoperasikan  aplikasi 
komputer dan teknologi informasi di 
bidang keteknikan pertanian serta 
menginterpretasikan data yang 
dihasilkan  
(software CAD dan analisis sistem);

•	 Membuat detail gambar atau shop 
drawing (gambar kerja)

•	 Membuat gambar 3D sederhana

g.	 Mengenal Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) di 
lingkungan serta implementasinya 
di workshop KK6

Mampu mengoperasikan alat 
mesin pertanian baik pada tahapan 
prapanen, panen sampai pada 
pascapanen dengan memperhatikan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3);

h.	 Belajar menggambar teknik 
dengan soft ware gambar

i.	 Tugas (sesuai kebutuhan)

j.	 Evaluasi/Presentasi 

j.	 Visit ke site project untuk melihat 
proses instalasi atau fabrikasi on 
site (tentatif).
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Lampiran 4 – Formulir Penyelarasan Capaian Pembelajaran

Lampiran

SINKRONISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN

No. Description
Specification of learning outcome

Keterangan
LO Code Description

3
Mempelajari aktifitas dan flow 
proses di divisi Service station 

Roll refurbishment

a.	 Mempelajari proses Refurbished roll 

b.	 Mengenal mesin mesin refurbished 
roll dan tools yang digunakan

c.	 Mengenal dan belajar mesin NC 
dan CNC

KK13

Mampu mengoperasikan mesin 
Computer Numerical Control (CNC) 
terutama pada bidang pertanian 
dimulai dari rancang desain sampai 
pada penerapannya;

d.	 Mengenal pengecekan roll 
menggunakan roll detect

e.	 Belajar proses manajemen 
refurbished roll mulai datang 
sampai kirim ke customer kembali 
(SOP).

f.	 Tugas (sesuai kebutuhan).

g.	 Kunjungan ke customer(feed 
mill,flour mill, coffee manufactured) 
(tentative depend on condition).

Dies refurbishment

a.	 Mempelajari proses Refurbished Dies

b.	 Mengenal mesin mesin refurbished 
Dies dan tools yang digunakan

c.	 Mengenal dan belajar mesin NC 
dan CNC

KK13

Mampu mengoperasikan mesin 
Computer Numerical Control (CNC) 
terutama pada bidang pertanian 
dimulai dari rancang desain sampai 
pada penerapannya;

d.	 Belajar proses manajemen 
refurbished dies mulai datang 
sampai kirim ke customer kembali 
(SOP).

e.	 Tugas (sesuai kebutuhan)

f.	 Kunjungan ke customer (feed mill) 
(tentatif depend on condition).

4
Mengenal managemen perawatan 
mesin

a.	 Mempelajari bagaimana 
melakukan perawatan mesin 
di workshop serta manajemen 
maintenancenya(perencanaan, 
penjadwalan, pelaksanaan serta 
recordnya)

KK8

Mampu mengimplementasikan terkait 
perawatan alat mesin pertanian untuk 
keberlanjutan dalam jangka panjang 
sesuai dengan standar operasional;

b.	 Tugas (IK, Penjadwalan 
maintenance, dll)
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Lampiran 5 – Contoh Rencana Pelatihan Vokasi

Lampiran
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Lampiran 5 – Contoh Rencana Pelatihan Vokasi

Lampiran
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Lampiran 6 – Contoh Anggaran Perencanaan Pelatihan Vokasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi
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Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Lampiran
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

ELEMEN 
KOMPETENSI

KRITERIA
UNJUK KERJA

INDIKATOR UNJUK 
KERJA

MATERI PELATIHAN WAKTU PELATIHAN

PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP Pengetahuan Keterampilan

1.	 Menginventari-
sasi peraturan 
perundang- un-
dangan yang 
terkait dengan 
K3 Konstruksi

1.1.	 Peraturan 
perundangan-
undangan K3 
Konstruksi 
yang 
diperlukan  
sesuai jenis 
pekerjaan 
konstruksi 
yang 
dikerjakan 
diidentifikasi

•	 Dapat menjelaskan 
cara mengidentifikasi 
peraturan perundang-
undangan K3 
Konstruksi pada 
pekerjaan konstruksi

Cara 
mengidentifikasi 
peraturan 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi 
pada pekerjaan 
konstruksi

Mengidentifikasikan 
peraturan 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi sesuai 
jenis pekerjaannya

Mengikuti 
prosedur 
pengidentifikasian 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi dengan 
teliti, cermat, dan 
tepat.

1 1

•	 Mampu  
mengidentifikasikan 
peraturan perundang-
undangan K3 
Konstruksi sesuai 
jenis pekerjaannya

•	 Harus mengikuti 
prosedur 
pengidentifikasian 
dengan teliti, cermat, 
dan tepat.

1.2.	 Hasil identifi-
kasi peraturan 
perundan-
gundangan 
K3 konstruksi 
dirangkum.

•	 Dapat menjelaskan 
cara merangkum 
perundang-undangan 
K3 Konstruksi

Cara membuat 
rangkuman 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi

Merangkum 
hasil identifikasi 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi

Mengikuti 
prosedur 
perangkuman 
perundang-
undangan K3 
Konstruksi dengan 
teliti, cermat, dan 
tepat.•	 Mampu merangkum 

hasil identifikasi 
perundang-undangan 
K3 Konstruksi

•	 Mampu merangkum 
hasil identifikasi 
perundang-undangan 
K3 Konstruksi

1.2.	 Rangkuman 
peraturan 
perundan-
gundangan 
K3 Konstruksi 
didokumenta-
sikan.

•	 Dapat menjelaskan 
pendokumentasian 
perundang-undangan 
K3 Konstruksi

Cara pendoku-
mentasian perun-
dang-undangan 
K3 Konstruksi

Mendokumenta-
sikan perun-
dang-undangan K3 
Konstruksi

Harus mengikuti 
prosedur pendo-
kumentasian den-
gan teliti, cermat, 
dan tepat.

•	 Mampu  
mendokumentasikan 
perundang-undangan 
K3 Konstruksi

•	 Harus mengikuti 
prosedur 
pendokumentasian 
dengan teliti, cermat, 
dan tepat.

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

C.	 Silabus Pelatihan

1.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI
Unit Kompetensi	 : Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan
Kode Unit		 : S.941200.001.009.01
Perkiraan Waktu	 : 5 Jam Pelatihan @ 60 menit (P=2 JP ; K=3 JP)

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sub-Golongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah

Kode Modul
P.854300.011.00



74 Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran

ELEMEN 
KOMPETENSI

KRITERIA
UNJUK KERJA

INDIKATOR UNJUK 
KERJA

MATERI PELATIHAN WAKTU PELATIHAN

PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP Pengetahuan Keterampilan

2.	 Melaksanakan 
Penerapan 
peraturan 
perundang-un-
dangan yang 
terkait dengan 
K3 Konstruksi

2.1.	 Rangkuman 
peraturan 
perundan-
gundangan 
K3 Konstruksi 
didokumenta-
sikan.

•	 Dapat menjelaskan 
cara menyusun 
rencana pelaksanaan 
peraturan 
perundangan-
undangan K3 
konstruksi sesuai jenis 
pekerjaan konstruksi 
yang dikerjakan

Cara menyusun 
rencana pelaksa-
naan peraturan 
perundangan-un-
dangan K3 
konstruksi sesuai 
jenis pekerjaan 
konstruksi yang 
dikerjakan

Menyusun rencana 
pelaksanaan pera-
turan perundan-
gan-undangan K3 
konstruksi sesuai 
jenis pekerjaan 
konstruksi yang 
dikerjakan

Harus mengikuti 
prosedur penyusu-
nan dengan teliti, 
cermat, dan tepat.

1 2

•	 Mampu menyusun 
rencana pelaksanaan 
peraturan 
perundangan-
undangan K3 
konstruksi sesuai jenis 
pekerjaan konstruksi 
yang dikerjakan

•	 Harus mengikuti 
prosedur penyusunan 
dengan teliti, cermat, 
dan tepat.

2.2.	Realisasi 
pelaksanaan 
peraturan pe-
rundang-un-
dangan K3 
Konstruksi 
diperiksa.

•	 Dapat menjelaskan 
cara memeriksa 
realisasi pelaksanaan 
peraturan perundang-
undangan K3 
Konstruksi

Cara memeriksa 
realisasi pelaksa-
naan peraturan 
perundang-undan-
gan K3 Konstruksi

Memeriksa real-
isasi pelaksanaan 
peraturan perun-
dang undangan K3

Harus mengikuti 
prosedur pemer-
iksaan dengan 
teliti, cermat, dan 
tepat.

•	 Mampu memeriksa 
realisasi pelaksanaan 
peraturan perundang 
undangan K3

•	 Harus mengikuti 
prosedur pemeriksaan 
dengan teliti, cermat, 
dan tepat.

2.2.	Hasil 
pemeriksaan 
terhadap 
pelaksanaan 
peraturan pe-
rundang-un-
dangan 
dirangkum.

•	 Dapat menjelaskan 
cara merangkum hasil 
pemeriksaan terhadap 
perundang-undangan

Cara merangkum 
hasil pemeriksaan 
terhadap perun-
dang-undangan

Merangkum hasil 
pemeriksaan terha-
dap perundang-un-
dangan

Harus mengikuti 
prosedur perang-
kuman dengan 
teliti, cermat, dan 
tepat.

•	 Mampu merangkum 
hasil pemeriksaan 
terhadap perundang-
undangan

•	 Harus mengikuti 
prosedur 
perangkuman dengan 
teliti, cermat, dan 
tepat.

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 1)
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

C.	 Silabus Pelatihan

1.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI
Unit Kompetensi	 : Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan
Kode Unit		 : S.941200.001.009.01
Perkiraan Waktu	 : 5 Jam Pelatihan @ 60 menit (P=2 JP ; K=3 JP)

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sub-Golongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah

Kode Modul
P.854300.011.00
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 2)
Buku Informasi
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 3)
Buku Kerja
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Lampiran

Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 4)
Buku Penilaian
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 4)
Buku Penilaian

Lampiran
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Lampiran 7 – Contoh Modul Pelatihan Vokasi (Part 4)
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Lampiran 9 – Contoh Sertifikat
Sertifikat

Sample of Certificates Examples

Nama/Logo Perusahaan

Sertifikat

Nama

[Nomor Sertifikat]

Diberikan kepada

[Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun]
Telah mengikuti Program Pemagangan Junior Staff HSE sebanyak 200 JPL 

dari tanggal 00 [bulan] - 00 [bulan] Tahun [Tahun] dan dinyatakan kompe-
ten sebagai Junior Staff HSE sesuai standar [Perusahaan]

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Pelatih Tempat Kerja
Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Jabatan

Nama

Nama

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 9 – Contoh Sertifikat
Surat Keterangan

Sample of Certificates Examples

Nama/Logo Perusahaan

Surat Keterangan

Nama

[Nomor Sertifikat]

Diberikan kepada

[Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun]
Telah mengikuti Program Pemagangan Junior Staff HSE sebanyak 200 JPL 

dari tanggal 00 [bulan] - 00 [bulan] Tahun [Tahun] di [Perusahaan]

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan
Nama

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 10 – Contoh Survei Umpan Balik dari Pemagang
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Lampiran
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Lampiran 10 – Contoh Survei Umpan Balik dari Pemagang

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 11 – Contoh Survei Kepuasan Perusahaan

Panduan Praktik Kerja Industri Terstruktur

Lampiran
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Lampiran 11 – Contoh Survei Kepuasan Perusahaan
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Swisscontact Indonesia

Swisscontact | Swiss Foundation for Technical Cooperation

AIA Central, lantai 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Telepon: +62 21 2527 600

Kementerian Perindustrian

Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 

Kementerian Perindustrian 

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52-53 Lt. 5, RT.1/RW.4,  

Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi  

Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 5255509 / +62 878 2092 9814

Surel: pppkvi.bpsdmi@kemenperin.go.id

Swisscontact Indonesiawww.swisscontact.org/indonesiaid.info@swisscontact.org Swiss Skills for Competitiveness
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